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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah diuraikan pada bab bab 

sebelumnya kesimpulan dari disertasi ini diarahkan untuk menjawab tiga 

pertanyaan penelitian utama. Ketiga fokus tersebut mencakup mekanisme difusi 

kebijakan di masa darurat, dinamika jaringan aktor yang terlibat, serta manfaat 

empiris dari produk hukum yang dihasilkan. Kesimpulan ini sekaligus menjelaskan 

sintesis teoretis yang menyusun paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan 

pada situasi krisis. Rincian kesimpulan dari penelitian ini dijabarkan ke dalam tiga 

poin berikut: 

1. Mekanisme Difusi Kebijakan dalam Konteks Kedaruratan 

Proses perumusan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi 

Kebiasaan Baru tidak berjalan menggunakan alur difusi yang konvensional 

melainkan beroperasi melalui mekanisme adaptasi cepat secara hibrida. 

Pembentukan regulasi ini merupakan hasil dari perpaduan antara 

mekanisme pembelajaran dan paksaan vertikal yang bersumber dari 

pedoman Pemerintah Pusat. Provinsi Sumatera Barat merespons tekanan 

krisis pandemi tersebut dengan melakukan sebuah lompatan kebijakan yang 

berani, yakni mengubah wujud regulasi lunak seperti imbauan dan surat 

edaran menjadi instrumen hukum daerah yang tegas dan mengikat. Situasi 

darurat menuntut daerah untuk segera memiliki payung hukum yang kokoh 
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guna melegitimasi pemberian sanksi administratif dan pidana kurungan bagi 

pelanggar protokol kesehatan. Temuan ini sukses mengembangkan teori 

difusi kebijakan ke dalam konteks krisis dan tata kelola desentralisasi 

dengan membuktikan bahwa pada masa genting pembentukan produk 

legislasi dapat berjalan secara sangat fleksibel dan singkat tanpa harus 

terbelenggu oleh prosedur birokrasi yang kaku.  

2. Dinamika dan Peran Aktor Utama Pembentuk Kebijakan 

Kecepatan dan keberhasilan perumusan instrumen hukum darurat ini sangat 

ditentukan oleh integrasi kolaboratif dari berbagai aktor strategis. 

Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat bertindak sebagai formulator utama yang mendapatkan 

dukungan intensif dari Pemerintah Pusat serta Forum Komunikasi Pimpinan 

Daerah. Lebih dari itu keterlibatan unsur kepemimpinan informal yang 

terdiri dari ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai menjadi kekuatan 

penting dalam memberikan legitimasi sosial. Seluruh jaringan aktor ini 

berhasil memainkan peran sentral untuk menyelaraskan kepentingan politik 

lokal nilai nilai kultural masyarakat dan aspek teknis ketatanegaraan. 

Sinergi harmonis lintas aktor inilah yang membuat proses legislasi daerah 

dapat dipacu secara akseleratif hingga rampung hanya dalam kurun waktu 

sembilan hari kerja.  

3. Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru 

Difusi regulasi ini memberikan implikasi yang sangat nyata terhadap 

pemenuhan tujuan filosofis hukum, khususnya pada aspek kepastian dan 
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kemanfaatan bagi publik. Pengesahan peraturan daerah ini menciptakan 

standardisasi penanganan dan pengendalian wabah yang mengikat di 

seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran aturan ini memberikan 

dasar legalitas yang terang benderang bagi aparat penegak hukum untuk 

menertibkan warga menggunakan sanksi yang tegas dan terukur. Di 

samping itu instrumen kebijakan ini sukses menyatukan gerak langkah 

pemerintahan kabupaten dan kota ke dalam satu garis komando dan 

koordinasi penanganan krisis. Secara substansial manfaat tertinggi dari 

pemberlakuan regulasi ini terwujud pada keberhasilannya mengubah cara 

berpikir masyarakat serta menumbuhkan kebiasaan pola hidup sehat yang 

melekat dalam jangka panjang. 

B. Saran 

 

1. Aspek Regulasi 

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada masa mendatang sangat 

disarankan untuk menyusun sebuah rancangan Panduan Legislasi 

Akseleratif yang menetapkan tata alur koordinasi baku antara struktur di 

tingkat pusat dan daerah saat menghadapi kondisi darurat. Keberadaan 

pedoman baku ini menjadi unsur utama yang menjamin agar proses 

penyebaran kebijakan tidak hanya berfokus pada pengejaran kecepatan 

pengesahan semata melainkan tetap menjaga ketatnya kualitas harmonisasi 

hukum. Melalui panduan ini, lompatan regulasi darurat dapat disusun 

secara rapi sehingga instruksi dari pemerintah pusat selalu selaras dengan 

kebutuhan spesifik dan kapasitas inovasi birokrasi di wilayah Sumatera 

Barat. 
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2. Aspek Kelembagaan 

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pelembagaan Forum 

Komunikasi Lintas Otoritas yang didesain lebih inklusif dalam setiap 

agenda pembentukan peraturan daerah darurat. Wadah formal ini harus 

menempatkan representasi kultural Tigo Tungku Sajarangan yang terdiri 

dari ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai bersama pakar kesehatan 

sebagai aktor kunci sejak fase awal perumusan. Keterlibatan aktif dari 

aktor nonpemerintah ini merupakan unsur utama yang akan memberikan 

legitimasi sosio-kultural yang kokoh di mata publik. Apabila ruang 

negosiasi ini dilembagakan secara permanen maka setiap ancaman sanksi 

dalam regulasi daerah tidak akan lagi dipersepsikan sebagai tindakan 

represif negara melainkan dihormati sebagai sebuah kesepakatan sosial 

yang harus dijaga bersama.  

3. Aspek Operasional 

Dalam ranah eksekusi di lapangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

diarahkan untuk membangun sebuah Sistem Monitoring Kebijakan 

Terintegrasi berbasis digital yang mampu mensinkronkan data penegakan 

hukum di sembilan belas kabupaten dan kota. Kehadiran sistem informasi 

silang wilayah ini menjadi unsur utama untuk mengoptimalkan 

kemanfaatan dari keseragaman peraturan daerah tentang penanganan krisis 

di masa datang. Pemanfaatan teknologi ini juga harus dibarengi dengan 

agenda peningkatan kapasitas para penegak hukum secara berkelanjutan 

khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai ujung 

tombak penindakan. Peningkatan kompetensi aparat dipadukan dengan 
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evaluasi dampak secara berkala ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

kepatuhan masyarakat bersifat permanen dan bukan sekadar respons sesaat 

akibat ketakutan terhadap ancaman hukuman semata.  
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